[ SALINAN ]

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN

Menimbang

PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

:a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112

Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

. bahwa Dberdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan

penyesuaian ketentuan mengenai pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai perlu diubah;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun

2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
Nomor 112), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 6) diubah sebagai
berikut:
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar
gaji, tunjangan jabatan yang diberikan secara
bulanan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pembangunan
dan Belanja Daerah berdasarkan pertimbangan dan
kondisi objektif serta kemampuan Keuangan
Pemerintah Daerah

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan
penghasilan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.
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6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang selanjutnya disebut PPPK DIY adalah
seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan
diangkat dalam jangka waktu tertentu sebagai
tenaga bantu untuk mengisi formasi jabatan
aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak
dikerjakan aparatur sipil negara di lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

7. Pegawai Titipan Masuk adalah PNS
dariKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Provinsi/ Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada
Pemerintah Daerah.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan  formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

10. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan.

11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat
berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif,
bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

12. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang
diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat
pendidik sebagai penghargaan atas

profesionalitasnya.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi
pemerintah.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang
menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam
rangkaian susunan instansi pemerintah yang
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi
cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan
tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman
disiplin.

Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan
pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang
didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai
dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang
pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu
serta syarat lainnya.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja
sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku
kerja.

Evaluasi Kinerja Pegawai adalah proses Dimana
Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil
kerja dan perilaku kerja Pegawai secara periodik
atau tahunan dan menetapkan predikat kinerja
Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung
Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang
diberi pendelegasian kewenangan.

Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
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21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

22. Instansi adalah Perangkat Daerah Pemerintah
Daerah.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

(1) Indikator  produktivitas kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2
merupakan hasil Evaluasi kinerja Pegawai.

(2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku
kerja pegawai.

(3) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan per bulan sebagai dasar
penghitungan TPP per bulan melalui Sistem
Informasi Pengelolaan Kinerja.

(4) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai
Pengelolaan Kinerja Pegawai.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27
(1) Setiap Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari
besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf g dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua
persen) per ketidakhadiran pada bulan berjalan.
(2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi pegawai yang sedang cuti dibuktikan
dengan surat cuti dan tugas luar dibuktikan dengan

disposisi/surat tugas.
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 109

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



		2025-02-24T08:13:38+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




